
Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)



Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)

Institute for Essential Services Reform (IESR)

& Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE).













Da�ar Singkatan
ANG Absorbed Natural Gas
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM Rencana Umum Energi Nasional
BBM Bahan Bakar Minyak
BOPD Barrel oil per day
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
CAPEX Capital Expenditure
CCT Clean Coal Technology
DME Dimetil Eter/Dimethyl Ether
EBT Energi Baru dan Terbarukan
EBTKE Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
EOR Enhanced oil recovery
FSRU Floating Storage Regasification Unit
GRR Grass Root Refineries
GW Giga Watt
ha Hektare
HBA Harga Batubara Acuan
IPP Independent Power Producer
IRENA International Renewable Energy Agency
IUP Izin Usaha Pertambangan
IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPTL Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
JTM Jaringan Tegangan Menengah
JTR Jaringan Tegangan Rendah
kal/gr Kalori/Gram
KEK Kawasan Ekonomi Khusus
KEN Kebijakan Energi Nasional
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama
kms kilometer-sirkuit
KPS Kemitraan Pemerintah Swasta
kV Kilo Volt
LNG Liquefied Natural Gas
LPG Liquefied Petroleum Gas
MMBTU Million British Thermal Units
MMSCF Million Standard Cubic Fee
MMSCFD Million Standard Cubic Feet per Day
MT Metric Ton
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MTOE Million Tonnes of Oil Equivalent
MVA Mega Volt Ampere
MW Mega Watt
NPL Non-Performing Loans
PDB Produk Domestik Bruto
PGN Perusahaan Gas Nasional
PJBL Perjanjian Jual Beli Listrik
PKP2B Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN Perusahaan Listrik Negara
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTG/GU/MG Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap/Mesin Gas
PLTM Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro
PLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA Penanaman Modal Asing
PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPI Producer Price Index
PPP Public Private Partnership
PTBA PT Bukit Asahan
RDMP Refinery development master plan
RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RUED-P Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
RUEN Rancangan Umum Energi Nasional
RUKN Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
s.d sampai dengan
SC Supercritical
SMK Sekolah Menengah Kejuruan
SPBG Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri
TWh Terawatt-Hour
USC Ultra Supercritical
USD US Dollar
WK Wilayah Kerja
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Tabel 3.34









 Realisasi investasi ketenagalistrikan 
juga masih di bawah target yang telah 
ditetapkan (Gambar 1.3). Pembangunan 
program ketenagalistrikan menghadapi 
kendala dalam pembebasan lahan (penetapan 
lokasi, tumpang tindih lahan dan  penolakan  
warga) dan kemudahan perizinan sehingga 
menyebabkan penundaan rencana kegiatan 
investasi di berbagai perusahaan serta kendala 
teknis.
 Berbeda dengan investasi di subsektor 
minyak dan gas, dan ketenagalistrikan, 
realisasi investasi di subsektor mineral dan 
batubara dalam tahun tertentu selama 
periode 2010-2017 tercatat mampu melebihi 
target. Hal ini menunjukkan investor memiliki 
tingkat kepercayaan yang meningkat untuk 
menginvestasikan modalnya di industri 
pertambangan. Sementara itu, realisasi 
investasi tidak mencapai target disebabkan 
oleh penurunan harga komoditas dan batubara, 
penurunan produksi dan adanya penundaan 
kegiatan investasi.
 Target investasi pengembangan 
subsektor EBTKE tidak sebesar subsektor 
lainnya. Berdasarkan (Gambar 1.5), pada 
tahun 2015, capaian realisasi investasi jauh 
di bawah target karena kendala perizinan 
pengusahaan panas bumi dan terbatasnya 
kemampuan keuangan pengembang. Untuk 
bioenergi, kendala investasi yaitu berupa 
ketersediaan bahan baku, teknologi, keuangan 

dan kelembagaan pengelolaan. Sementara 
itu, untuk aneka EBT lainnya, capaian 
realisasi investasi tidak tercapai di tahun 2015 
disebabkan oleh kegiatan tidak dilelang karena 
data teknis yang belum lengkap.
 Investasi di sektor energi untuk 
mencapai target RUEN sangat berperan 
penting dalam mendorong kegiatan 
perekonomian. Peningkatan investasi sektor 
energi memerlukan peran aktif pemerintah 
dalam menciptakan regulasi dan kebijakan 
yang dapat mendorong terbentuknya iklim 
investasi yang kondusif agar sektor swasta 
tertarik berinvestasi di sektor energi dan dapat 
berkontribusi untuk mewujudkan tercapainya 
target RUEN.
 Berdasarkan hal tersebut, Indonesian 
Institute for Energy Economics (IIEE) dan Institute 
for Essential Services Reform (IESR), melakukan 
kajian dengan judul “Kebutuhan Investasi 
Energi di Indonesia, Studi Kasus: Rencana 
Umum Energi Nasional (RUEN)”. Kajian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
dan informasi bagi Pemerintah untuk mencari 
solusi agar kebutuhan investasi sesuai target-
target di dalam RUEN dapat dapat terpenuhi 
dan bagi pihak swasta, informasi ini dapat 
digunakan sebagai referensi pengembangan 
portofolio bisnis perusahaan di bidang energi 
di Indonesia.

Gambar 1.4 Target dan Realisasi Investasi Mineral & Batubara
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 Weighted average perlu dilakukan untuk 
mengatasi fenomena di mana KKKS yang 
memiliki produksi migas yang tinggi cenderung 
memiliki biaya produksi yang relatif rendah 
terhadap KKKS yang produksi migasnya lebih 
rendah. Dari data tersebut dapat dihitung rata-
ra ta  i n v e s ta s i  ya n g  d i b u t u h ka n  u n t u k 
memproduksi setiap barel minyak bumi, yaitu 
sebesar USD 17,42 per barel. Angka acuan 
tersebut telah divalidasi oleh ahli melalui 
wawancara. Data kedua lapangan tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 3.14.

  Perhitungan investasi pada kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi 
mengambil angka acuan dengan pendekatan 
biaya rata-rata tertimbang (weighted average) 
dari biaya produksi KKKS Migas di Indonesia 
terhadap jumlah produksi migas tiap KKKS, 
berdasarkan data yang diperoleh dari SKK 
Migas. 
 



Weighted Average Cost

Hasil rerata biaya investasi per minyak bumi 
terproduksi (USD/barel) tersebut disebut sebagai 
Biaya Rata-Rata (I ). Studi ini akan menghitung avg

Biaya Referensi (I  ), yaitu biayaref





Weighted Average Cost









Luas lahan minimum yang 
diperlukan untuk memba-
ngun satu unit SPBG adalah 
±2.500 m²
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